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SEKAPUR SIRIH

([l hapergia begiean ki, Pof. D Safpto Rabard St ik
ibnya, Prof i MPA, kita difad:

J kan sebuah kefrustasian berat. Sudah tidak ada lagi tempat mengad.
udah tidak ada lagi petush-petuah jernih untuk menyiram kegersangan
ot um yang fandus i Kehekesh perat yang menyerang dunia
ukum yang di i Kela b, dst.
Jah kehilangan kesejukannya. Kata-kata i k.....,kh@m
apatkan dalam ruas-ruas ruang publik. Tulisan-tulisan para begawan pun
aib laksana ditelan burni. Tapi semua orang selalu menepuk pundak para
) e 7 :

hki K fu dengan Kalbu kita,
sengarungj samudera kehidupan hukum Indonesia yang penuh dengan
adai inf’

if, Satfipto.
aat beliau menulis ‘Hukum Progresif untuk Zaman Edan’ pada tahun 2005.
1al yang tidak bisa dihindari suatu saat adalah sebuah krisis, demoralisasi
alam dunia hukum! Jika menyaksikan fenomena hukum hari in, memang
dak selamanya vajah usang ditampilkan. Kebebasan pers, pemenuhan hak
osial ekonomi warga, tumbuh kembangnya lembaga pengawas independen,
st menunjukan pertanda baik yang memukau. Namun pada saat yang
ersamaan, timbul budaya ‘fefisisme’ pada uang, seperti yang diungkapkan
Jéh filsuf Slovenia, Slavoj Zizek  Bahwa matinya ideolog it — runtihnya

aipto sebagai ‘Unmuertung aller Werl, keadaan diluar keadaan. Satjpto Rahardjo.

* Menariknys, Zizek terlalu beriebih-lebihan memandang uang sama dengan
e e e R Hegel. Dengan uang, manusia
s merasa memilii keyakinan seratus persen, terhadap kekuasaan yang ia milki.




sekat antara kapitalisme dan sosialisme—bersamaan dengan pemujaan yang
tadi. U i

i M:
tetaplah primadona, ia selalu menjadi infrastruktur yang menentukan? Tesis
Mar ini memang seperti mantra mujarab yang menemukan kenyataan-
Kenyataannya.

Korupsi yang berlangsung di berbagai institusi hukum memunjukan
bahwa uang memang berkuasa. Nurani menjadi sumber sekunder memper-
timbangkan sebuah putusan yang berkeadilan. Pasal-pasal hanya menjadi
‘omamen dan hiasan untuk melegitimasi praktik kekuasaan. Satjipto telah

pergi. ng benar-
‘benar bersih akan terlihat kejemihannya. Sementara hari ini kita disibukan
orang ramai-ramai bersimpah, sementara hat, pikiran dan perbuatannya
dibantul kegelapan dan kejahatan. Satjpto dulu mengusulkan aparat
hendaknya ‘puti 2 o
atas sebuah dasar ‘penggilan jiwa.’*
Nampaknya maksim inilah yang telah lama hilang. Dulu di bawah
. i e
sudah mulai meredup. Tak heran banyak difalanan kita menemukan gambar
i bak trukctruk pengangkat pasir, ‘Piye to Le, Luwih Enak Zamanku to?,
sambil terpampang gambar Socharto melambaikan tangan serta tersenyum.

menemukan momen-momennya, Bahwa demokrasi negara-kota di Athena

Stavoj Zizek. The Sublime

Objec ofIdviogy. 1989. Verso. Lonclon & New York.p. oo
*Karl Marx. The Mode of Production at the Base-Law as Part o the Siperstructure,
ly R

penclitin pada Mahkamah Agung Indonesia selama 50 tahun, dengan fudul
ourt.

dengan menyewakan mobilnya sebagai taksi dan menulis buku. Namun seiel

pera hakim segenerasinya telah tiada. Mahkamah Agung kembali menjadi institusi

yang korup. Bahkan dilukiskan sampa seoran; Hakim Agung menyuruh Hakim i

Pengadil

semuanya. Likat, Satipto Rahardjo. Tnjuan Hukum Progres Terhadap Pngudia
- .

diselenggarakan oleh LBH Semarang, 31 Maret 2007,

vi



lalu. Masa lalu adalah

eringkat 118 dari 176 negara yang disurvei dalam Indeks Persepsi Korupsi
leh Masyarakat Transparansi Intenasional, dengan skor 32 dari skala 100,
fenyedihkan!

Hukum progresif yang sudah ditinggal pergi empunya mendapatkan
ntangannya yang semakin berat. Padahal hukum progresif berupaya agar

famun sebaliknys, sinergi antara hukum dan kekuasaan menghimpit dan
teremuk redamkan wacana tentang keadilan. Dalam konteks inlah hukum

 penguasa (denikstil), bukan merupakan pemikiran yang sifatnya komunal
enkkollctio)* Tirani mayoritas telah menyebabkan keadilan dan kebenaran
ersi minoritas tersisihkan. Hukum progresif yeng memuja responsivitas
sganggu dengan keadaan dominasi mayoritas terhadap masyarakat yang
mtan: kelompok miskin, difabel, perempuan, anak, buruh, petar, nelayan,
wsyarakat adat, dst.

Memang sudah scharusnya dogma hukum yang netral dan tidak
semihak it diruntuhkan. Un'uk menjaga keseimbangan hidup, hukum

engan menghadirkan rasa keadilan sosial, dalam bahasa Axel Honneth—
emikir mazhab frankfurt pasca Habermas—discbut sebagai orientasi etis
srseclichung)? Maka tak heran jika pada leve in, Honneth yang hidup

oral. Seperti yang acapkali diperbincangkan oleh Safipto di berbaga
esempatan. Modalitas moral nampaknya must diperkua, pesin Safjpto.
fodalitas tersebut adalah kepedulian, empati, kejujuran dan keberanian”

b mengabilan coich, bagaimara Koea pemidan Kokt
() o oroan g e utamanya dalam menggunakan
rosedur Khunian. Saat para ilmuwan bersepakat bahwa sebush paradigma
‘engalami anomal, pada s itulah perubshan yang mendasar pely dieseban.

ber Thinge on
o N Yok S T
iscbut sebagai kerusakan (Vershangnis) yang menyelamatkan umat manusia. Pada
vl yang paling radika, sescorang bis saf mengorbankan divinya sendi

lemi kebaikan yang akan didapatkan banyak orang.
7Lebih lanjut Satjipto mengatakan bahwa Hukum Progresif mengangkat faktor
1anusia penegak hukum sebagai penentu penting dalam jalannya hukum. Hukum



Modalitas semacam ini merupakan barang langka, yang perlu dilestarikan
Kembali keberadaannye,

hari ini, selain disibukan dengan pergulatan pemikiran di dunia
filsafat nemaa.p hubungan dengan studi terhadap budaya pop (film, novel,
fashion, dst) dan politik (geopolitik intemasional, kapitalisme global, dst),
dunia fls i lagi-lagi
Hans Kelsen yang posisi filsafatnya acapkali disebut-sebut sebagai penjoga
benteng pertahanan positivisme hukum yang paling kokoh, ia sendiri
membeberkan moral sebagai norma sosial! yang memandu cara berhukum
Bahkan pada sebuah titik, Kelsen mengatakan bahwa hukum itu
mmhh sebuah teknik sosial Khusus, yang selaras dengan moralitas dan
agama.’ Yang hari ini, moralitas dan hukum juga diperbincangkan oleh

i
(Gezelz-Ethi). Dalam konteks ini, hukum sebenamya sebagai peredam dan
pengatur kehendak bebas (colere) masing-masing individu dengan kekuatan
dari kesadaran sosial.® Membangun gerakan sosial melalui dunia digitl
Progresi _ tidak melihat cara berhukum sebagai sesuatu yang “datar”, melainkan
‘mengandung muatan modalitas yang kuat. Modalitas tersebut adalah ' compassion,
mpathy, sincerety dan. dire. Sebagai konsekuensi dari paradigma “hukum untuk
manusia”, maka penegalan hukum tidak boieh saj, melainkan

Satfpto Raharcj. Tentang Hukum Progresi. Dissmpaikan pada pertemuan alumni
Fakultas Hukum UNDIP seluruh Indonesia, Jakarta, 2007,
* Dalam pandangan Kelsen berdasarkan hukum yang. mencerminkan scbuah

Kebiasaan, dan pada akhimya membangun norma sosial. Lebih daripada itu, Kelsen
: 7

objek dari kesadaran komunitas yang
5 s

7 L. 2005, New Jersey. P. 5960
* Makna dari sanksi hukum (egal sanctons) tidak hanya sckadar sebuah alat

sebuah sarana, instrumen yang khusus, bukan tujuan. Sementara moral dan agama
berintsaian nora yang memands kehidupan mansi,agr angan membinui
st Hans Kels 2006. Transaction

Publishers. New Jersey. P.20
* Esposito. membayangkan bahwa Legitimasi tetap saja dibangun selain dari




fendorong keterlibatan pihak swasta (perusahaan) menjalankan tanggung
awab sosialnya. Menekan negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak

onstitusional warganya, adalah maksim progresif hari ini.

Kt pert
irma ditelan sang waktu. Nihilnya penerus Satjpto sudah terjawab dengan
anyaknya murid-muridnya yang terlahir dari program Doktor Iimu Hukum
INDIF, maupun kolega diskusinya yang seiman. Dengan kata lain bahwa

surid-murid beliau, kolega, dan sahabat yang mengembangkannya. Apalagi
ak tahun 2005, elah berdiri kelompok diskusi hukum progresif bernama
Soum piae sl det

i S
rogresif. Dan, dari tanggal 2 November 2011, telah dideklarasikan sebuah
s b i e

mmm “Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan’ yang
it leh bl pada tanggal 8 Mei 2007. Kodrat dari hukum progresif
dalah pembebasan dari ortodoksi cara berpikir tentang hukum. Untuk itu,
{alam tulisan tersebut diungkap sebuah manifesto:
Watak penting hukum progresif adalah melakukan pembebasan,
yaitu pembebasan terhadap pikiran-pikiran tradisional-konvensional,
manlale s et e ks yirg e b, Koo

selalu berusnha untuk mu\pdx Alzbnh) = Inilah metoda hukum

itulah

lan kreativitas, seperti permainan musik progressice rock Dream Theatre,

S ROt do kst sl Ksck 3 gl pertig, Robec B
onmnunitas: The Origin and Destiny of Community. 2010, Sanord Uniersity Press. P.
264

1 Satjpto. mnvehuﬁbnnyi dalam ketidak sengajaannya menemukan konsep.
‘kum progresif pada tahun 2002, saat temyata hukum progresif mulai popuhf

ol e simbol bahase yang divalillat ol dan kat fadi ukum progrest
i flsafat

fan hukum alam yang berbasis moralitas tad.
Hu




yang memperpadukan antara gaya bermusik jazz dan kerasnya musik heavy
‘metal rock. Maka dalam konteks ini hukum progresif hendaknya pada arus
deras dengan daya tinggi mempersembahkan energinya secara total untuk
Kemanusiaan. Hukum untuk manusia adalah sebuah slogan orasi yang tiada
pemah terlupakan sepanjang sejarah pemikiran hukum Indonesia. Hukum
yang sell bk k. gl pebabarm penbabirian bukan

P Sl pemiod ol il sl i e
para kritikusnya. De
ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mmgpmbn\gkln
Kacamata teoritiknya.

Sudah saatnya pertemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai

Satpto. Hukum progesif menuai kodratnya lagilagi, yakn sedang dalam
proses menjad. Dalam kesempatan kall ini, hukum p terus menerus
dikursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses

dilngganan oleh Assas Sosoiogi Holeim Indonesi (AS, pads

SR Yoo et ngm ini merupakan usulan dari mendiang.
Lo e
Jam dunia hukur berte iskusi, dst.

kami persembahkan untuk dua punggawa m.kum yang telah

nma...;
mendahului itaini.
Dalam kesempatar ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih
kepada Australia Indonesia Partnership for Justice (AIP]) yang telah bersedia
antu terselenggaranya. program konsorsium hukum progresif ini
dan kepada keluarga besar Satjipto Rahardjo, terutama ibu Roesmala Dewi
s:q:pm yang mm- ‘memberikan restu atas berlangsungnya kegiatannya ini.
ini memberikan cahaya seperti llin kecil yang menyinari

seheh}(ngnya i i Kegelapan.

Selamat membacal
Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum, & Awaludin Marwan, SH., MH. MA
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PERSPEKTIF PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK TERHADAP STATUS
DAN KEDUDUKAN PERUSAHAAN KELOMPOK

DALAM SISTEM HUKUM PERUSAHAAN
INDONESIA

Or. Ratna Januarita, SH., LLM., MH.
Fakultas Hukur iersitas Islam Bandung
n

ABSTRAK

erusahaan Kelompok sebagai entitas bisnis di Indonesia merupakan
P;mm. pening af ka7 i dar pergn
baik secara sosial maupun ekonomi. Di samping menyerap tenaga

Kerja dan menjadi sumber pendapatan pajak pemerintah, juga menciptakan
pembangunan bertata nilai baru. Meski kiprah Perusahaan Kelompok
bermanfaat luss, namun bukti lainnya menunjukkan adanya Perusahaan
Kelompok yang mengakibatkan mudharat bahkan kerusakan tatanan
kehidupan sosial masyarakat. Contoh faktual dan masih aktual adalah kasus
malapetaka meluapnya lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur sebagai akibat
eksplorasi yang dilakukan oleh PT. LP yang merupakan bagian dari sebush
Perusahaan Kelompok besar di Indonesia. Persoalan menjadi semakin pelik
ketika perusahaan tidak mampu memenuhi pertanggungiawaban yang
Meskipun perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Perusahaan
Kelompok merupakan badan hukum yang mandiri, akan tetapi proses
pengambilan keputusan dalam Perusahaan Kelompok biasanya merujuk
kepada kebijakan yang digariskan oleh perusahaan induk yang memiliki
saham dan/atau kontrol terhadap perusahaan tersebut. Karakferistik dan
dinamika ini belum diakomodasi dalom sistem hukum perusshaan di
Indonesia. Di samping itu, teori dan doktrin hukum perusahaan pun tidak
cukup untuk menjadi koridor hukum yang mampu menawarkan kerangka
perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Prinsip Tata Kelola yang,

749
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